
WALIKOTA MAKASSAR 
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR 

NOMOR 38 TAHUN 2024 
TENT ANG 

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA MAKASSAR, 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah menyatakan bahwa Analisis standar belanja dan standar 
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sandar Harga 
Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah serta Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tentang 
Standar Harga Satuan Regional yang menyatakan bahwa Kepala 
Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, 
perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan 
di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan 
berpedoman pada standar harga satuan regional dengan 
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan 
kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar 
Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-2019) dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas 
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

Mengingat 

Menimbang 



Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Makassar. 
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar. 
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kola sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Dae rah pada Pemerintah Dae rah selaku Pengguna 
Anggaran/ Pengguna Barang. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan PERATURAN WALi KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA 
DAN HARGA SATUAN POKOK KEGlATAN PEMERINTAH DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2025. 

MEMUTUSKAN: 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 

9. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 teruang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 
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Tujuan penyusunan ASB dan HSPK ini adalah sebagai berikut: 
a. perhitungan besaran belanja kegiatan dalam penyusunan RKA-SKPD; 
b. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar Perangkal 

Daerah, antar program dan kegiatan sejenis; 
c. untuk menghindari penyusunan anggaran belanja yang kurang efektif dan 

efisien; dan 
d. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja. 

Pasal3 

Penyusunan ASB dan HSPK dimaksudkan untuk mewujudkan Perencanaan dan 
penggunaan anggaran belanja daerah yang lebih efektif, efisiansi, tr~nsparan_ dai: 
dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada kewajaran rnelalui standarisasi 
pengukuran belanja kegiatan Pemerintah Daerah. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut 
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim 
yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris 
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari 
pejabat perencana daerah, PPKD dan pcjabat Iainnya scsuai dengan 
kebutuhan. 

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 
adalah dokumen pcrencanaan dan penganggaran yang berisi program dan 
kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya; 

13. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk 
menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja setiap kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kota Makassar. 

14. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK, adalah 
perhitungan kebutuhan biaya tenaga, bahan dan peralatan untuk 
mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan. 

15. Standar belanja adalah besaran belanja sebagai dasar untuk menghitung 
besaran anggaran belanja dalam sebuah kegiatan. 

16. Batasan Besaran Alokasi Obyek Belanja adalah proporsi dari obyek belanja 
terhadap total belanja suatu kegiatan yang mencerrninkan kewajaran. 
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BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 

PJ.

MOH.RAMDHAN POMANTO 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal, 

WALI KOTA MAKASSAR, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W ali 
kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan ASB dan HSPK dilaksanakan 
oleh Kepala SKPD bersama TAPD. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
untuk mengetahui efektivitas dan permasalahan dalam penerapan ASB dan 
HSPK sebagai bahan penyempurnaan. 

(3) Pengendalian dan evaluasi ASB dan HSPK dilakukan pada saat verifikasi RKA­ 
SKPD dan DPA-SKPD. 

BAB IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

38            

TTD

TTD

24 September 2024

24 September 2024


